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ABSTRAK : - Bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Aceh Besar mempunyai hak keuangan dan administratif, 
bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewn 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, sepanjang mengatur mengenai 
hak keuangan dan administrarif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sudah tidak sesuai lagi dengan 
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti, 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat 
Kabupaten Aceh Besar. 
 

 - Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 7 
Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 tahun 
2004, UU No 11 Tahun 2006, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, 
PP No 18 Tahun 2017, Permendagri No 13 Tahun 2006. 
 

 - Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan 
dan Anggota DPRK, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 
DPRK, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja 
Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup  
 

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Agustus 
2017. 

- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Besar No 12 
Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, sepanjang 
mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRK Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

- Jumlah Halaman: 25 hlm 
 


